BUPATI LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa untuk melasanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomar 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6,
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat
PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-
praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut
Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan BLUD
Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencania Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok
Timur.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan

berdaya saing.
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19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas
yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja dan anggaran.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pencapaian,
rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2
(1) Renstra BLUD Puskesmas disusun dengan berpedoman pada
RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan serta berlaku mengikuti
jangka waktu RPJMD dan Renstra tersebut.
(2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara periodik dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
penyusunannya dengan sistematika, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

B. Pengertian Renstra.

C. Tujuan penyusunan Renstra.

D. Dasar Hukum Renstra.

E. Perubahan Renstra.

F. Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN

A. Gambaran Umum BLUD.

B. Gambaran Organisasi BLUD.
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C. Kinerja Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan.
B. Isu Strategis.

C. Rencana Pengembangan Layanan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

Misi

Tujuan
Sasaran
Strategi

F. Arah Kebijakan

o aou

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan.

B. Kerangka Pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

(1) BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD

()

(3)

(4)

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan:

a. Anggaran herhbasis kinerja;

b. Standar satuan harga; dan

c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada
masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain,
APBD dan/atau sumber pendapatan BLUD lainnya.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan analisis kegiatan yang berarientasi pada

pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara

efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di

Daerah.
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Dalam hal BLUD Puskesmas belum menyusun standar satuan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD Puskesmas
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Bupati.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pagu belanja yang

dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENSTRA BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
BLUD Puskesmas, mencakup indikator kinerja BLUD
Puskesmas serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran.
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui pemantauan
dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD
Puskesmas.

Pasal 6

Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditemukan adanya
ketidaksesuaian, Kepala BLUD Puskesmas melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

Kepala BLUD Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi Renstra BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Kesehatan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 22 Mei 2024

VIP_}'. BUPATI LOMBOK TIMUR,P

4 MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
EN LOMBOK TIMUR,

\\

N\

HASNI

BERITA DAERAH KARUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 20





